BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

ERTA TATA
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, S
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUNA BARAT

Menimbang :

Mengingat :

L.,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,
Igglgl;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R . 3
Nomor 5494 & epublik Indonesia
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Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5561);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 112);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Baerah
Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUNA
BARAT



BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daeral? adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat adalah Kepala Daerah beserta

Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah Kabupaten
Muna Barat;

3. Bupati adalah Bupati Muna Barat;

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;

6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Muna Barat;

7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Muna Barat.

8 Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna
Barat.

9. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.

10. Kelompok Bidang adalah Kelompok Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.

11. Subbagian adalah Subbagian pada Kelompok Sekretariat Satuan Polisi
Pamong Praja.

12. Seksi adalah Seksi pada Kelompok Bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
Satuan Polisi Pamong Praja.

14.Tata Kerja adalah Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat unsur pelaksana urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
(Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran)

(4) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A

(5) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di Laworo Kabupaten Muna Barat
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3
Satuan l?oh'si Pamqng Praja terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas 2 (dua)
subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas 2 (dua) seksi.

Pasal 4
Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) terdiri atas:
a. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Sumber
Daya Aparatur;
b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
c. Bidang Perlindungan Masyarakat;
d. Bidang Pemadam Kebakaran.
Subbagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (2) terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
Seksi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan
Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf
a terdiri atas:
a. Seksi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penyuluhan;
b. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional;
Seksi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf b:
a. Seksi Operasional dan Pengendalian
b. Seksi Seksi Kerjasama;
Seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
pasal 4 (empat) huruf c:
a. Seksi Seksi Bina Potensi Masyarakat;
b. Seksi Kesatuan Perlindungan Masyarakat.
Seksi pada Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada
pasal 4 (empat) huruf d:
a. Seksi Pencegahan dan Penyelamatan;
b. Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan dan Pelatihan;

Pasal 5
Seretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) pimpin oleh
sekretaris.
Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja.



Pasal 6
(1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ipimpi
Repale By P p (empat) ayat (1) dipimpin oleh
(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf

berada di bawah dan bertanggung jawab langs k
Polisi Pamong Praja. sgng J gsung kepada Kepala Satuan

Pasal 7

(1) Subbangian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) dipimpi
oleh Kepala Subbagian. pacap (empat) ayat (2) dipimpin

(2) Kepala Subnggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur
staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 8
(1) S‘ek.si s.ebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3), (4), (5), dan (6)
dipimpin oleh Kepala Seksi.
(2) Kepala Sgksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 9
Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat secara
lengkap terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian
yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 10
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan

menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 11
Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 (sepuluh)
Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum,

penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum di Daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah;



d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala
Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) dan atau aparatur lainnya;

e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

™

Penyelenggaraan urusan kebakaran;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai denga bidang
tugasnya.

Paragraf Pertama
Tugas dan Fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 12

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam
memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuandalam
rangka penyelenggaraaan urusan pemerintahan di bidang Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 13

(1) Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada pasal
3 (tiga) ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan kesekretariatan
yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum,
kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama
penanggulangan bencana;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretariat Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

C.

g}

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan
pelayanan kesekretariatan;

Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;

Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan
kerumahtanggaan;

Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian
dan keuangan;

Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi;
Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian dan publikasi;
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Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan
penyampaian pelaksanaan tugas; .

Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan tugas kesekretanata.n;
Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Fungsi Kelompok Bidang Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 14

Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Sumber
Daya Aparatur sebagaimanan dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1)
mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan,
penyidikan, dan pelatihan di bidang penegakan peraturan perundang-
undangan daerah dan sumber daya aparatur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya
Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

C.

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan
perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur;

Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-
undangan daerah dan sumber daya aparatur;

Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-
undangan daerah dan sumber daya aparatur;

Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan
daerah dan sumber daya aparatur;

Penetapan rumusan pedoman dan supervisi penegakan peraturan
perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur;

Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan penyuluhan
penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan sumber daya
aparatur,

g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan

daerah;

Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan
perundang-undangan daerah;

Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan
pemeriksaan pelanggaraan ketentuan peraturan perundang-undangan
daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan PPNS;
Penetapan rumusan teknis opersional penyidikan dan pemeriksaan
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;
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k. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas

L

penegakan peraturan

perundang-undangan daerah;
Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan

daerah dan sumber daya aparatur; ,
m. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
n. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /

instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang penegakan peraturan
perundang-undangan daerah.

Pasal 14

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas
mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat, yang meliputi operasi, pengendalian
dan kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. Penetapan penyusunan rencana dan program Kerja ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;

b. Penye!enggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama
operasional;

c. Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman

q giasyarakat serta kerjasama operasional;

: d:n«'-:tapan fumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman

. 5 n ::pervxsx ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

. Pene e
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; Operasional; an masyarakat serta kerjasama
- ~enetapan rumusan pembin '
. aan t . .
. g:ngg Praja Kabupaten Muna Ba:all?ls pengendalian operasional Polisi
- fenetapan rumusan i ’ .
. g abupaten Muns Bara}fmbmaan tugas Polisi Pamong Praja dj wilayah
. Pen >
ma ftapan rumusan pemelihara

. Syarakat di wilayah Kab

1. Penetapan rumus upaten Muna Barat;
pimpin an pelaksanaan

binan daerah dan pejab .
at lainnya;

’

J- Penetapan
X Tumusan
k gelrglfrmtah daerah; pelaksanaan pe
- Pelaksanaan o
ketentramg evaluasi Pelaksanaan t .
L Pelaporan gi?(syarakat; ugas ketertiban umum g
e an
masyarakat: Sanaan tugaas ketertib
m. Pelak ’ A UmuUm dan  ketentrapy
an

Ngamanan gedung-gedung milik



(1)

@)

(1)

(2)

n. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang penegakan peraturan
perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat.

Pasal 16

Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4
(empat) ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan, dan mengendalikan
tugas-tugas di bidang perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan
sumber daya Satuan Perlindungan Masyarakat dan pembinaan potensi

masyarakat.

Dalam  melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Perlindungan
Masyarakat;

b. Menghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Bidang Perlindungan Masyarakat;

c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan terhadap ancaman ketentraman
masyarakat, ekonomi, sosial dan budaya;

d. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pemerintah terhadap penanganan
konflik yang timbul akibat bencana;

e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan peningkatan sumber daya
manusia dalam perlindungan masyarakat;

f. Menyiapkan bahan rumusan dan pengendalian ketahanan masyarakat di
daerah terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;

g. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sumber daya
aparatur Satuan Perlindungan Masyarakat;

h. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /

instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang perlindungan masyarakat.

[or
.

Pasal 17

Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat)

ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-

tugas di bidang pemadam kebakaran yang meliputi pelatihan, pencegahan

dan penanggulangan bencana kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemadam Kebakaran

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pemadam
Kebakaran;

b. Menghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Bidang Pemadam Kebakaran;
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Menyiapkan bahan rumusan kebijakan terhadap penanggulangan
bencana kebakaran;

Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pemerintah terhadap penanganan
penanggulangan bencana kebakaran;

Menyiapkan bahan rumusan dan pengendalian ketahanan aparatur
dalam menghadapi dan menanggulangi bencana kebakaran;

Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sumber daya
aparatur dalam menanggulangi bencana kebakaran;

Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pemadam kebakaran.

Paragraf Ketiga
Tugas Pokok dan Uraian Pekerjaan Subbagian pada Kelompok
Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 18

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai tugas
penyusunan rencana program , anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan
bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik
negara/daerah.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan
Evaluasi mempunyai uraian pekerjaan:

a.

oo o

s

t-‘-

woeBg TR

Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang
tugasnya;

Pendistribusian tugas — tugas kepada staf;

Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Unit Kerja;

Pemferivikasian kelengkapan dokumen permintaan dana;

Pelaksanaan penatausahaan keuangan;

Pengkoordinasian rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan
anggaran belanja tidak langsung;

Penyelenggaraan pembuatan daftar gaji serta pengurusan gaji pegawai
lingkup Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah;
Penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan
pertanggungjawaban keuangan;

Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan
keuangan;

Penyusunan Renja, RKA dan DPA;

Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Istansi Pemerintahan (LAKIP);
Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Unit;

. Pelaksanaan Inventarisasi dan pengadaan barang;

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang;
Pelaksanaan penghapusan barang; o
Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Pasal 19

Subbagian Umum dan Kepegawaian melakukaan penyiapan bahan
pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan,
kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan
organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai uraian tugas:

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;
b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan
pegawai;
c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan
jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai,

d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan
evaluasi kinerja pegawai;
Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
Melakukan telaahan dan persiapan bahan penyusunan peraturan
perundang-undangan;
Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai

dengan tugasnya.

=GR e O

.
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Paragraf Keempat
Tugas dan Uraian Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Satuan Polisi
Pamong Praja

Pasal 20

Seksi Penyelidikan, Penyiidikan, dan Penyuluhan , sebagaimana dimaksud
pada pasal 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan
pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan
perundang-undangan daerah., dan penyuluhan penegakan peraturan
perundang-undangan daerah.

Dalam melakukan tugas, Seksi Penyelidikan, Penyiidikan, dan Penyuluhan
memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
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(1)

2)

Penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan
penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah, dan
penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan
dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah, dan
penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;

Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan
dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah, dan
penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;

Penyusunan bahan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan
perundang-undangan daerah, dan penyuluhan penegakan peraturan
perundang-undangan daerah;

Penyusunan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan
pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

Penyusunan bahan penyuluhan penegakan peraturan perundang-
undangan daerah;

Pengelolaan data rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan
pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan
penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
Penyusunan dan penyampaian saran serta pertimbangan terhadap
pengambilan kebijakan;

Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan,
penyidikan, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

Pelaksanaan koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penyuluhan
peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 21

Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional sebagaimana dimaksud pada
pasal 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas
peningkatan sumber daya aparatur dan teknik fungsional Satuan Polisi
Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional menyelenggarakan fungsi:

a.

Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar dan
Teknik Fungsional berdasarkan aturan yang berlaku agar pelaksanaan
kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;

Melakukan pembinaan jasmani, rohani dan mental anggota Satuan Polisi
Pamong Praja sesuai ketentuanyang berlaku untuk meningkatkan
kualitas dan ketangguhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
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(1)

()

c. Melakukan pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan
jasmani sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga kesehatan
anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

d. Melakukan kegiatan peningkatan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong
Praja sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan disiplin
anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

e. Menyusun rumusan kebijakan fasilitas dan evaluasi serta koordinasi
pelaksanaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan
yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

f. Merumuskan sasaran program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka penegakan peratuan
daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sesuai
ketentuan yang berlaku agar tepat sasaran;

8 Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai

, iczcgntuan yaélg berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;

) Pelazilli:;nDa sin dmer’;‘yampalkan }aporan pe_laksanaan tugas Seksi
sebagat pertas r dan Teknik Fungsional sesuai ketentuan yang berlaku
ggungjawaban kepada atasan;

i. P i i i
1. Pelaksanaan tugas §lma§ lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

J. Pelaksanaan koordinasij elati
. atihan . . . .
lingkungan Badan Sa’cuarfJ Polisi P, dszar dengan sub unit kerja lain di

gendalian sebagaimana gj
n ; a dimaksud
. mell:gl;:lﬂa:s' tugas merencanakan, mﬁaiiaflaasl?l )
;};e;;:;gﬁzlt operasi pengendah‘a; ;i{z;ml};elaporkan P enaan tu:;é
an umum dan kete
ntraman

elaksanaan mum dan ketentr, operas;
Penyusun, aman mgag asi

pelaksa_naan k 4 an bahan kebii yarakat
Pelaksana etertiban umym dan ket jakan  teknig dan fasilitas:
an penyusunan d entraman masyaraka Silitasj

an
) mu . eljala
e Péme: nan
Sanaan sosialigag; Ketertipg daerah dan U ne g{a rkt‘JnJungan dinas

Operasiong] p

engendal; an  penjagagn ;
Penegakan Peraturan lian ketentraman an terhadap Pelaksan
Perundang-undangan d ketemban umum saa:;lal
aer ah; eI
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(1)

(2)

o

lian operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang
llzzagrfgadrzm penggndalian ketertibag umumddan ke?nt::hman masyarakat
enegakan peraturaan perundang-undangan daeran,
?’Zrl;?tganagn perrﬁﬁnaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten
at;
Il:’delllar_ll?s]a31f:;an pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat di wilayah Kabupaten Muna Barat;
Pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan
pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan daerah; .
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional
pengendalian ketrtiban umum dan ketentraman masyarakat serta
penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahaan
pelaksanaan tugas lebih lanjut;

. Pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi

pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyrakat;
Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

. Pelaksanaan koordinasi operasi pengendalian ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat dengan sub unit lain di lingkungan Badan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.

Pasal 23

Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4)
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan
mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama peningkatan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

Penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama
peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

Pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan
pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

Fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Pelaksanaan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan
prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang
ketentraman dan ketertiban umum daerah;
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i bi um dan
£ Pelaksanaan kerjasama operasional di bidang ketertiban um
‘ syarakat; . .
léei:ﬁgaanrﬁg g:;lgyawasan dan penertiban terha}dap asset d::;:kg:i o ahan
ﬁ P:laksanaan penyusunan saran dan pertimbangan

rtim ambilan kebijakan; -
If)’zlaksgzzgin gzlg%oran dan evaluasi pelaksanaan tugas keras
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

. . n
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas da

nva | N
k illiarllagljlsxlazlaan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentram

masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.

Pasal 24

i

(1) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana d1makS\ll{d pada I:;:laal kA; ;:::f:;)
ayat (5) mempunyal tugas merencanakan, . o aé
mengkoordinasikan meng:;airasu dan melaporkan pelaksanaan tug

mbinaan potensi masyar: . . .

(2) %:llam mela?ksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi

Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi: ]

a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Bina Potensi1 Masyarakfslt
berdasarkan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih
terarah dan berjalan lancar;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang
berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan,

c. Melaksanakan pendataan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar dan kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

d. Menghimpun dan menganalisa data yang berkaitan dengan pembinaan
dan pengembangan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan yang
berlal;u sebagai bahan pelaksanaan pembinaan;

e. Menyiapkan konsep metode pelatihan bagi anggota Satuan Perlindungan
Ma§yarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pelatihan
lebih optimal;

f. Menyiapkan konsep kebijakan pemberdayaan anggota
Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan {{etentuangﬁfang Seiﬁﬁﬁ
ll\ldr;gl;lzr(ai.la(:i; pelaksanaan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan

g Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang berhubungan
dengan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat sesuai

ketentuan ketentuan yang berlaku untuk melih
pelaksanaan kegiatan; at perkembangan
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(1)

(2)

(1)

Potensi Masyarakat sesuaj ketentuan ;a}aie;an g:rglz?{ Dok Bina
u

pertanggungjawaban ke sebagai
: ; pada atasan; cbagal
. Pelak . . 2
-{{. Pelak::nn::g tl-‘{l:)gaz Flmqs lz_am Sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya:
lain di lingly ordinasi bina potensi masyarakat dengan sub unit kz ;
gxungan Badan Satuan Polisj Pamong Praja Kabupaten Mugz

pasal 4 (empat) ayat (5) mempunyai t

mengkoordina}sikan mengevalﬁasi},’ dalllagafn:;:;z?lg:nnal;aelﬁk?:ikaia n?fa:s

K Eerindungan maaraat et Pl Famon e %

Kesatuan Perlindungan l\l;}gas Sell:agalmana dimaksud pada' ayat (1) Seksi

a. Menyusun rons ai asyarakat mengfelenggaralfan fungsi:

Masyarakat berdaz:au?lgﬁr aal::nia;ln kaefl at‘t?ri'lsliﬁm Kesatulatn ey mgan
berjalan lancar: yang berlaku agar pelaksanaan tugas

b. Menghimpun .dgn mempelajari peraturan perundang-undangan yang
berlakq sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

¢. Menghimpun, menganalisa, dan menyiapkan kebijakan yang berkaitan
dengan pengamanan dan pengendalian sistem keamanan lingkungan
sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja sistem
keamanan lingkungan;

d. Melakukan pembinaan terhadap sistem keamanan lingkungan sesuai
ketentuan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan peran aktif
sistem keamanan lingkungan;

e. Menyusun bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai
dengan ketentuan agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;

f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Teknis

Kesatuan Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku

sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub

unit Kkerja lain di lingkungan Badan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Muna Barat.

0

Pasal 26

Seksi Pencegahan dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4
(empat) ayat (6) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas
pembinaan pencegahan dan penyelamatan.
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(1)

(2)

" kegiata.n lebih terarah dan berjalan lancar;
. Menghimpun dan mempelajari peratura;n perund

berl_aku sesuai dengan bidang tugas sebagai toman angan  yang

kegiatan; agal pedoman pelaksanaan
C. Pelaksanaan kegiatan i

bpenyiapan bahan pembi

4 g:IIka Pencegahan dan penyelamatan bencalr)xa kel‘t?:lfanraﬁ?n penyuluhan
. Sanaan pendistribusian t i oo i

II:ell';lcegahan Kebakaran; ugas dan petunjuk - kegiatan bidang
e. Pelaksanaan evaluasi dan Ia i i
f Pencegahan Kebakaran: poran kegiatan penyuluhan bidang
. Pelaksanaan Pelatihan dan Pence

' gahan Kebakaran yang meliputi

penyu}uhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, ;{;”engad:fl)an1
pemehhara?)?l, kpgni::unan dan pemeriksaan kesiapan / kesiagaar;
sarana, mo ebakaran, dan peralatan pemadaman d
serta bencana lain; i #n penyclamatan
Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
Pela.lksar.laan. k.oordinasi pencegahan dan penyelamatan dengan sub unit
kerja lain di lingkungan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Muna Barat.

5 oo

Pasal 27

Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan dan Pelatihan sebagaimana

dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan mengevaluasi, dan melaporkan
pelaksanaan tugas Pengendalian Operasi Penyelamatan dan Pelatihan

Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi

Pengendalian Operasi Penyelamatan dan Pelatihan menyelenggarakan

fungsi:

a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pengendalian Operasi
Penyelamatan dan Pelatihan berdasarkan aturan yang berlaku agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang

berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

Menghimpun, menganalisa, dan menyiapkan kebijakan yang berkaitan

dengan pengamanan dan pengendalian penyelamatan bencana

kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja
sistem keamanan lingkungan;

d. Menyusun bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai
dengan ketentuan agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.
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e. Menyiapkan konsep metode pelatihan bagi anggota Satuan pemadam
kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pelatihan
lebih optimal,;

f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi

Pengendalian Operasi Penyelamatan dan Pelatihan sesuai ketentuan yang

berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan koordinasi satuan pengendalian operasi penyelamatan dan

pelatihan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.

B 0

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan
fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB YV
TATA KERJA

Pasal 29

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang
penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan diselenggarakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal
maupun horisontal.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong le'aja
Propinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab memimpin, membimbing,
mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, daq
bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 32

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural
dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
atas usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten merupakan jabatan eselon
ITb.

(4) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten merupakan jabatan eselon
Ila.

(5) Kepala Bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten merupakan
jabatan eselon IIIb.

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten merupakan jabatan eselon IVa.

(7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas
melalui Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang
ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor./Y/
Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 35

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
Daerah dan atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.

Pasal 36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

aworo

Dltetapkan gt
gal \ 10 — | — 2017

D1undangkan di Laworo

), 2017

a Utaf aMuda/Gol IV/c
NIP 19650913 199101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 1?‘
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